
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA
NOMORPD.00.02.00 /KEP.241-DPMD /2023

TENTANG
PEMBERHENTIANANGGOTABADANPERMUSYAWARATANDESAPADA

DESABABAKANSARIKECAMATANBANTARUJEG
KABUPATENMAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa seorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)pada Desa Babakansari, Kecamatan Bantarujeg,
Kabupaten Majalengka yang diangkat dengan
Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141jKep.522-
Tapem/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Majalengka,
telah meninggal dunia sehingga untuk adanya
kepastian hukum perlu dilakukan pemberhentian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 86
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 ten tang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 ten tang Desa juncto Pasal 19 dan Pasal
20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 ten tang Badan Permusyawaratan Desa, maka
perlu memberhentikan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa pada Desa Babakansari
Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nornor6 Tahun 2019 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 6);

Surat Kepala Desa Babakansari Nomor 141j017jPem-
Desjlj2023 Perihal Usulan Pengisian Anggota BPD
Antarwaktu Desa Babakansari Periode 2019-2025,
Tanggal 3 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Memberhentikan dengan hormat:

Nama : Sukmaja, S.Pd.
Tempat, Tanggal lahir : Majalengka, 2 April 1966
Alamat : Blok Babakansari RT01, RW01,

Desa Babakansari, Kec.
Bantarujeg, Kab. Majalengka.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati
Majalengka Nomor 141jKep.522-Tapemj2019 tentang
Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di
Kabupaten Majalengka, Nomor Urut 137 (seraius tiga
puluh tujuh) sebagai Anggota Badan Permusyawaratan
Desa pada Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg
Kabupaten Majalengka, disertai ucapan terimakasih atas
darma baktinya selama menjalankan tugas.

Keputusan Bupati Inl mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATIMAJALENGKA,
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